SALINAN

BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNG MAS,

a. bahwa dalam rangka menjamin agar mekanisme
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di bidang
pengawasan dapat berjalan dengan baik, akuntabel,
efektif efisien, bebas KKN maka telah ditetapkannya
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
Daerah dan Angka Kreditnya, Kemudian Peraturan
Menteri Dalam Negeri 47 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan
Angka Kreditnya yang merupakan tindak lanjut dari
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

b. bahwa guna kepentingan perampingan struktur
organisasi Inspektorat khususnya pada jabatan
struktural eselon IV dan menjamin adanya pemilahan
tugas yang jelas antara kedudukan Jabatan
Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu
diadakan  perubahan pada Peraturan Daerah
Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan



Mengingat

1.

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor
96).

Undang - Undang Nomor S5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan  Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeleng-
garaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 694);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
Daerah dan Angka Kreditnya

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010
dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan
Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 47 Tahun 2010
tentang Petunjuk Teknis Jabatan  Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
Daerah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 438);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 02
Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintah Daerah yang
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung
Mas.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2008 Nomor 96), diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 8

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :

a. Inspektur;
b. Sekretariat, membawahkan :
1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum,;
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;



c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 41
ayat (1) dan Ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

(1) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI GUNUNG MAS,
TTD

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KAMIAR

MURIE, SH
NIP. 19670712 199302 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012 NOMOR 186



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

I. UMUM.

Bahwa Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2008 Nomor 96).

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung
Mas, guna kepentingan perampingan struktur organisasi Inspektorat
khususnya pada jabatan struktural eselon IV dan menjamin adanya
pemilahan tugas yang jelas antara kedudukan Jabatan Fungsional Auditor
dan Pengawas Pemerintahan sehingga perlu diubah untuk disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 186.a



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR

21 TAHUN 2012

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG " ORGANISASI

DAN TATA KERJA

INSPEKTORAT,

BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN GUNUNG MAS

INSPEKTUR

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM

SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN EVALUASI DAN
KEUANGAN PELAPORAN

INSPEKTUR
PEMBANTU WILAYAH |

INSPEKTUR
PEMBANTU WILAYAH II

INSPEKTUR

INSPEKTUR

PEMBANTU WILAYAH III PEMBANTU WILAYAH IV

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD
HAMBIT BINTIH



